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ABSTRACT

“Fraud is an act against or violates the law by people from within or from outside the
organization, with the intention of obtaining personal or group benefits, directly or
indirectly harming other parties. In an effort to minimize the occurrence of fraud, a
preventive measure is needed, namely the prevention of fraud. Fraud Prevention is an
action or effort to prevent or restrain someone from committing fraud that can be
detrimental. This study aims to determine the effect of the whistleblowing system, the
government's internal control system, good government governance, and the competence
of the village apparatus on preventing fraud in the management of village funds. This
research was conducted at the Village Office in East Denpasar District. The sample in
this study consisted of 56 village officials. The sampling method used is the saturated
method.. The results showed that the variable whistleblowing system, government
internal control system, good government governance, and village apparatus competence
had a positive and significant effect on preventing fraud in the management of village
funds”.
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PENDAHULUAN

Desa adalah struktur pemerintahan terkecil yang terdekat dari daerah setempat
masyarakat. Desa dijadikan harapan pembangunan dan kenaikan kehidupan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat desa. Untuk membantu pelaksaaan UU Nomor. 6 Tahun 2014 tentang
Desa, berbagai strategi telah diberikan, salah satunya terkait manajemen keuangan desa ialah
tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa yaitu suatu wujud dari pengelolaan
keuangan desa. Dana desa pada umumnya digunakan untuk membiayai seluruh instansi
fungsional yang berada di bawah tanggung jawab desa dan untuk tujuan pengentasan
kemiskinan, peningkatan perekonomian masyarakat dan pemberantasan ketimpangan
pembangunan. (Buku Pengelolaan Dana Desa, 2020:11).

Anggaran dana desa yang diterima Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Peningkatan anggaran dana desa juga dirasakan pada setiap Kabupaten/Kota dan
Desa yang berada di Bali termasuk pada Desa di Kecamatan Denpasar Timur. Dengan adanya
ekspansi jumlah anggaran dana desa di Kecamatan Denpasar Timur tersebut setiap tahunnya,
alhasil semakin besar peluang kecurangan yang dilaksanakan oleh pengelola dana desa tersebut.

Hal ini didukung dengan teori yang digunakan dalam penelitan ini yakni fraud triangle theory,
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yaitu pada unsur kesempatan (opportunity), apabila ada kesempatan didalam suatu instansi
untuk menciptakan peluang aparat desa untuk berbuat curang maka perlu dilakukan langkah
untuk mencegah terjadinya kecurangan. Dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya
kecurangan (fraud), maka diperlukan suatu langkah pencegahan yakni pencegahan kecurangan
(fraud).

Pencegahan kecurangan (fraud) adalah kegiatan untuk mengendalikan agar seorang
tidak berbuat curang yang dapat mengakibatkan kerugian (Hariawan, 2020). Adapun faktor-
faktor yang bisa mencegah terjadinya fraud antara lain, penerapan whistleblowing system,
sistem pengendalian intern pemerintah, good government governance dan dengan adanya
kompetensi aparatur desa.

Dengan adanya penerapan whistleblowing system yang baik maka bisa menghindari
adanya kecurangan (fraud) pada manajemen dana desa. Dengan penerapan whistleblowing
system, maka aparatur desa juga dapat berpikir lebih untuk melakukan kecurangan (fraud)
(Suandewi, 2021).

Demikian juga, pemerintah juga bisa menghindari adanya perbuatan kecurangan
dengan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah. Seperti yang ditunjukkan pada
penelitian Atmadja dan Komang (2017) sistem pengendalian intern yang efektif ditambah
dengan pengawasan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten serta lembaga keuangan
independen maka hal tersebut dapat mengantisipasi berlansgungnya kecurangan pada
pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya adalah Good Government Governance (GGG). Dengan penerapan
Good Government Governance (GGG) yang baik dan benar alhasil bakal memungkinkan
dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat menjadi salah satu langkah
pencegahan terjadinya kecurangan (fraud).

Faktor berikutnya yaitu kompetensi aparatur desa pada manajemen dana desa,
diperlukan kemampuan aparatur desa yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan dapat
ditingkatkan serta tindak kecurangan dapat dicegah dengan terdapatnya kompetensi aparatur
desa yang berkualitas (Yusuf et al., 2020).

Insiden kasus penggelapan dana desa di Indonesia masih kerap terjadi. Berdasarkan
data dari ICW, dari 2015 hingga 2020, 676 orang dituduh korupsi di kalangan aparat desa.
Negara mengalami kerugian mencapai Rp. 111 Miliar akibat dari kasus korupsi yang dilakukan
di kalangan aparat desa (Kompas.com, 2021). Data ICW menunjukkan adanya permasalahan

penyalahgunaan dana desa seperti beberapa kasus korupsi dana desa yang telah berlangsung di
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Provinsi Bali.

Terdapat beberapa kasus kecurangan (fraud) penyelewengan dana desa yang terjadi di
Bali dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu kasus kecurangan (fraud) dana desa. Kota
Denpasar, ibu kota provinsi Bali adalah diduga terjadi kasus penggelapan dana desa pada tahun
2018. Berdasarkan pemeriksaan Tipikor Satreskim Polres Denpasar, ada dakwaan
penyalahgunaan dana desa di Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara yang diduga
dilaksanakan oleh Kades sejak Januari 2017 sampai Januari 2018. Kasus ini mengakibatkan
kerugian sebesar Rp. 123 juta (Berita Bali, 2019).

Pada Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng juga terdapat kasus
dugaan korupsi dana desa juga terjadi. Yang mana dana desa buat proyek belum selesai sejak
tahun 2019, diasumsikan mengapai 1 M lebih (Balitribune.com, 2020). Pada tahun 2019 juga
ada penyalahgunaan dana desa di Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Bali sekitar 1,95
miliar, yang mana korupsi dana SILPA Desa dilakukan oleh bendahara desa (Kompas.com,
2019). Kepala desa di Kabupaten Karangasem juga akan ditangkap pada tahun 2021 karena
diduga menggelapkan dana 20,25 miliar untuk dana bedah rumah (news.detik.com, 2021).

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti berminat untuk mengambil
judul dan melaksanakan riset “Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, Good Government Governance, dan Kompetensi Aparatur Desa
terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris
pada Kantor Desa se-Kecamatan Denpasar Timur)”. Tujuan dari riset ini yaitu guna
mengidentifikasi dampak whistleblowing system, sistem pengendalian intern pemerintah, good
government governance, dan kompetensi aparatur desa pada pencegahan kecurangan (fraud)
pada manajemen dana desa (studi empiris pada desa se-Kecamatan Denpasar Timur). Manfaat
riset bagi praktisi diharapkan sebagai masukkan untuk menyerahkan bukti empiris mengenai
“Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Good Government
Governance, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)”.
Kegunaan riset ini untuk tujuan teoritis diharapkan dapat menjadi landasan teori serta menjadi

rujukan yang bisa berguna untuk riset berikutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori fraud triangle mendukung penelitian ini diperkenalkan oleh Donald Cressey di

tahun 1950 yang menerangkan bahwa pelaku melakukan fraud karena tiga faktor dalam fraud
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triangle, yang meliputi tekanan (pressure), peluang (opportunity) dan rasionalisasi
(rationalization). Toeri ini dipakai pada riset ini karena menjelaskan mengapa institusi sangat

penting dalam mengurangi kecurangan.

Pengelolaan dana desa adalah suatu yang krusial dan mendasar yang memerlukan
perhatian para stakeholder pada tingkat desa, terutama perangkat desa buat mencapai
transparasi dan akuntabilitas dana desa (Suandewi, 2021).Fraud adalah tindakan melanggar
undang-undang yang dilaksanakan oleh individu di internal atau eksternal lembaga yang
bertujuan guna memperoleh manfaat pribadi atau kelompok dengan tidak langsung maupun
langsung yang mengakibatkan kerugian untuk pihak lain.

Menurut Hariawan (2020) pencegahan fraud adalah usaha pencegahan atau penahanan
seseorang agar tidak terlibat dalam praktik penipuan yang berpotensi berbahaya.

Seperti yang dijelaskan Octaviari (2015), pelapor dapat menggunakan whistleblowing
system untuk melaporkan tindakan kecurangan oleh pemangku kepentingan internal dan
eksternal. Sistem ini dimaksudkan agar dapat mendeteksi kecurangan yang menyebabkan

kerugian organisasi dan mencegah kecurangan lebih lanjut.

Menurut PP Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) adalah mengintegrasikan upaya manajemen dan staf untuk memastikan pencapaian
tujuan organisasi melalui pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, operasi yang

efisien, perlindungan aset publik, dan ketaatan pada hukum dan peraturan yang sah.

Yang dimaksud dengan Good Government Governance (GGG) yaitu penyelenggaraan
pemerintahan untuk pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan
demokrasi, pasar yang efisien, dan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sebagaimana tertuang dalam KNKG (2008),
lembaga yang menerapkan praktik GGG berdasarkan prinsip partisipasi (participation),
transparansi (transparency), serta akuntabilitas (accountability) akan mencegah individu atau

kelompok dalam organisasi tersebut melakukan fraud (Sabila, 2021).

Menurut Emron, Yohny, Imas (2017,P.140) kompetensi merupakan kapasitas
seseorang buat menjalankan pekerjaan menggunakan sahih & mempunyai keunggulan yang
didasarkan dalam hal mengenai pengetahuan, keahlian dan sikap.

Penerapan whistleblowing system juga yaitu bentuk pemantauan, dan whistleblowing
system ini dapat berperan sebagai sistem peringatan dini atas terjadinya fraud. Ini akan

mencegah siapapun guna melaksanakan tindak kecurangan (fraud).Berdasarkan temuan

255 | Hita_Akuntansidan Keuangan



Hita Akuntansi dan Keuangan
e-ISSN 2798-8961 " Universitas Hindu Indonesia
Edisi Oktober 2022 "

penelitian sebelumnya, penulis mengacu dalam riset yang dilakukan Suandewi (2021),

Widiyarta, et al (2018) dan Islamiyah, et al (2020) kalau whistleblowing system berdampak

positif pada pencegahan kecurangan (fraud). Sesuai dengan penjelasan di atas, alhasil hipotesis

yang bisa dibuat pada riset ini ,yakni :

H1: “Whistleblowing System Berpengaruh Positif Terhadap terhadap Pencegahan
Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa”.

Sistem pengendalian intern pemerintah yaitu proses yang berkelanjutan buat lebih
menaikkan penggapaian tujuan lembaga (Ladewi et al., 2020). Maka dari itu, dengan
menerapkan sistem pengendalian dan pegawasan internal yang baik, bisa meminimalisir risiko
kesalahan saat penyusunan laporan keuangan serta dapat mencegah terjadinya kecurangan. Dari
hasil penelitian sebelumnya, peneliti mengacu pada riset yang dilaksanakan Hidayati dan
Widiastuti (2019) serta Ladewi et al., (2020) yang menyatakan jika sistem pengendalian intern
pemerintah berdampak positif pada pencegahan kecurangan (fraud). Sesuai dengan penjelasan
di atas, alhasil hipotesis yang bisa dibuat pada riset ini yaitu:

H2: “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan
Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa”.

Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas merupakan ciri dari sistem tata
pemerintahan yang baik yang dikenal dengan Good Government Governance (GGG). Selain
itu, pemerintah membutuhkan tata kelola yang baik untuk meminimalisir dan mencegah
terjadinya kecurangan (Beawiharta, 2014). Dari hasil penelitian sebelumnya, peneliti merujuk
pada penelitian yang dilakukan Beawiharta (2014), Widiastuti (2018), Hidayati dan Widiastuti
(2019) yang menunjukkan jika good government governance berdampak positif pada
pencegahan kecurangan (fraud). Berlandaskan uraian di atas, alhasil hipotesis yang bisa dibuat

pada riset ini yaitu :

H3: “Good Government Governance Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan

Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa”.

Kompetensi aparatur desa adalah keterampilan yang dimiliki dalam melaksanakan
kewajiban serta tanggung jawabnya saat melakukan pekerjaan yang melibatkan aparatur desa.
Oleh karena itu, diperlukan kompetensi aparatur desa yang memadai untuk mencegah dan
meminimalisir terjadinya tindak kecurangan (fraud) (Islamiyah et al., 2020). Berlandaskan
hasil riset sebelumnya, penulis condong dalam riset yang dilaksanakan Islamiyah et al., (2020)
dan Widiyarta et al., (2018) yang menyatakan jika kompetensi aparatur desa berdampak

positif pada pencegahan kecurangan (fraud). Sesuai dengan pemaparan di atas, alhasil hipotesis
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yang bisa dibuat pada riset ini yaitu antara lain:
H4: “Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan

Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa”

METODE PENELITIAN

Pencegahan fraud dalam manjemen dana desa dapat dipengaruhi oleh beberapa factor,
antara lain whistleblowing system, sistem pengendalian intern pemerintah, good government
governance dan kompetensi aparatur desa. Keempat variabel itu berdampak secara positif.
Artinya, Penipuan dalam pengelolaan dana tingkat desa dapat dicegah lebih efektif jika
whistleblowing system, sistem pengendalian internal pemerintah, good government
governance, dan kapasitas lembaga tingkat desa semuanya lebih besar. Oleh karena itu, bisa
dijelaskan antara lain:

Gambar 3.1 Desain Penelitian

Whistleblowing Sysiem
X1

f N
Ststemn Pengendalian Intern

Pemerintah (X2)
: | Pencegahan Kecurangan (Fraud)
Gaod Government pada Pengelolaan Dana Desa
Governance (33)

f Kompetensi Aparatur Desa )
(4

. o

Sumber : Hasil Pemikiran Peneliti (2022)

Sistem whistleblower adalah tempat di mana karyawan dan orang luar dapat
berkumpul untuk melaporkan setiap perilaku ilegal atau tidak etis. Empat variabel yang
digunakan untuk menilai efektivitas sistem whistleblower: persepsi pegawai terhadap
penerapannya, analisis kerja pencegahan fraud, pelaporan sistem whistleblower, dan
perlindungan whistleblower (Widyawati et al,. 2019), diukur dengan memakai angket dengan
skala likert 1-5 poin.

Sistem pengendalian internal terdiri dari aturan dan proses yang ditujukan untuk
memberikan keyakinan pemimpin organisasi bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka
(Widyawati, et al,. 2019). Penilaian risiko, tindakan pengendalian, dan informasi dan
komunikasi adalah 4 indikator kemampuan pemerintah untuk mengendalikan lingkungan
internalnya (Widyawati et al,. 2019), diukur dengan menggunakan angket dengan skala likert

1-5 poin.
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Good Government Governance (GGG) adalah sistem manajemen pemerintahan yang
baik yang mengimplementasikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (Hidayati dan
Widiastuti, 2019). Good Government Governance (GGG) diukur dengan menggunakan tiga
indikator transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), dan partisipasi
(participation) (Utami, 2021) diukur dengan memakai kuesioner dengan skala likert 1-5 poin.

Kompetensi yaitu kapasitas individu untuk menunjukkan kekuatan mereka dalam
pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kompetensi
aparatur desa diukur dengan menggunakan 3 indikator yaitu Wawasan, keahlian/keterampilan,
sikap dan perilaku (Widyawati et al,. 2019) diukur dengan memakai angket dengan skala likert
1-5 poin.

Sugiyono (2018:130) Peneliti menggunakan istilah Populasi untuk menggambarkan
pengelompokan hal-hal yang memiliki ciri-ciri tertentu, untuk melakukan penelitian dan
menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Populasi pada riset ini yakni semua
aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, BPD, kaur perencanaan, kaur keuangan, kaur tata
usaha & umum, kasi pemerintahan, kasi pelayanan dan kasi kesejahteraan dengan jumlah 63
aparatur desa, yang diperoleh dari tujuh Kantor Desa se-Kecamatan Denpasar Timur.
Menurut Sugiyono (2018:131), ukuran dan ciri-ciri sampel mencerminkan ciri-ciri
populasi secara keseluruhan. Penentuan sampel pada riset ini memakai metode jenuh. Menurut
(Sugiyono, 2019) sampel jenuh apabila dalam pengambilan sampel dengan populasi yang
relatif kecil. Jumlah sampel pada riset ini sekitar 63 aparatur desa.
Teknik analisa data yang diterapkan untuk riset ini yakni analisa regresi linier
berganda. Analisa data berlandaskan dengan angket yang dinilai berlandaskan skala likert 5
poin. Tahapan analisa pada riset ini yaitu:
1. Analisis statistik deskriptif yaitu semacam analisis statistik yang dimaksudkan untuk
menggambarkan atau menggambarkan fakta yang diperoleh sebagaimana adanya, tanpa
tujuan untuk menarik kesimpulan umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2018:147).
2. Uji Instrumen
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu angket. Suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dianggap valid jika sebuah pertanyaan pada angket mampu
untuk mengungkapkan sebuah hal yang akan diukur oleh angket tersebut (Ghozali,
2016:52). Uji validasi instrumen dikatakan valid apabila memiliki koefisien hitung > 0,30.

Kuesioner kualitatif atau struktural diuji dengan menggunakan uji reliabilitas.

Dikatakan dapat diandalkan jika respons seseorang terhadap suatu pernyataan konstan atau
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konsisten sepanjang waktu (Ghozali, 2016:47). Jika nilai Cronbach alpha suatu instrumen
lebih besar dari 0,60, itu dianggap dapat diandalkan (Ghozali, 2016:48).

3. Uji Asumsi Klasik
Signifikansi model regresi dapat diverifikasi dengan menggunakan pengujian asumsi
klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel residual dalam model
regresi menunjukkan distribusi data yang normal atau mendekati normal. Terdapat juga
pedoman pengambilan keputusan apabila angka signifikan (Sig) > [1 = 0,05, sehingga data
berdistribusi normal. Signifikan (Sig) < [ = 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya satu
variabel bebas memiliki hubungan linier (multikolinearitas) dengan variabel bebas lainnya.
Uji multikolinieritas dilaksanakan dengan malakukan uji tolerance dan VIF (Variance
Inflation Faktor) dimana apabila nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, alhasil tidak terdapat
multikolinieritas dalam riset itu (Ghozali, 2016).

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna mengetahui bahwa pada model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual satu observasi ke observasi lain, apabila nilai sig yang
dihasilkan > 0,05, alhasil pada model regresi tak terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Sistem pelaporan pelanggaran, sistem pengendalian intern pemerintah, good
government governance dan kemampuan aparatur desa mencegah kecurangan dalam
pengelolaan dana desa semuanya diperiksa dengan menggunakan analisis regresi linier
berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda adalah:

Y=o+ p1X1+ p2X2 + Pp3X3 + p3X4 + e

5. Uji Kelayakan Model

Koefisien determinasi model (R2) menunjukkan seberapa baik model tersebut
menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Apabila (R2) mendekati 1
menunjukkan bahwa penjelasan model tentang hubungan antara variabel independen
dan variabel dependen lebih kuat, sedangkan apabila (R2) mendekati nol menunjukkan
bahwa penjelasan model tentang variabel independen dan variabel dependen lebih
lemah dan lebih beragam.

Tujuan Uji F yang mana semua variabel independen atau variabel independen

yang termasuk dalam model diuji untuk melihat apakah mereka memiliki pengaruh
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gabungan terhadap variabel dependen atau variabel dependen (Ghozali, 2016:96).

Variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat jika signifikansi uji F lebih

besar dari 0,05. Namun, ketika signifikansi uji F kurang dari 0,05, semua faktor

independen berdampak pada faktor dependen.

Uji Hipotesis (Uji t) bertujuan untuk menyatakan seberapa besar dampak satu

variabel bebas secara individual dengan menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali,

2016:97). Uji t dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikasi masing-masing

variabel bebas dengan a = 0,05. Tes ini dilakukan dengan kriteria pengujian, yaitu:

a) “Jika nilai signifikasi > 0,05 maka Ho ditolak dan HO diterima.
b) Jika nilai signifikasi < 0,05 maka Ho diterima dan HO ditolak™.

HASIL PENELITIAN

Data dari penelitian ini dikumpulkan menyebarkan kuesioner ke tujuh kantor desa se-

Kecamatan Denpasar Timur. Bisa diringkas kalau angket yang disebar ke responden sekitar

63, kuesioner yang tak kembali melewati waktu yang telah ditentukan sebanyak tujuh

kuesioner. Secara komprehensif jumlah angket yang bisa dianalisa sekitar 56 angket.

Statistik deskriptif mencerminkan distribusi data yang terbagi atas nilai minimal,

nilai maksimal, nilai mean, sertanilai standar deviasi atas data yang dipakai untuk penelitian

ini.
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
X1 56 26.00 45.00 34.9821 4.75391
X2 56 25.00 45.00 37.1607 5.06961
X3 56 24.00 40.00 31.9464 3.88667
X4 56 19.00 35.00 28.9821 3.95194
Y 56 31.00 50.00 39.3214 4.76391
Valid N (listwise)] 56
Sumber: Data Primer diolah (2022)
Tabel diatas menjelaskan nilai minimal, maksimal, mean, serta standar deviasi

whistleblowing system, sistem pengendalian intern pemerintah, good government governance,

kompetensi aparatur desa dan pencegahan kecurangan. Nilai minimal setiap variabel disebut

sebagai Min. Nilai maksimum adalah nilai terbesar dari setiap variabel dalam penelitian ini.
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Nilai Mean adalah rata-rata dari semua variabel yang diperiksa. Saat melakukan studi
penelitian, penting untuk mengetahui apakah data itu homogen atau apakah ada varians yang
signifikan yang disebut dengan standar deviasi. Semakin rendah nilai standar deviasi, semakin
homogen data tersebut.

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel Pearson Correlation Cronbacl Keterangan
Alpha i
Whistleblowing System | 0,734:0,749: 0,766: Valid dan
(Xy) 0.822: 0.831: 0,796: 0,882 Reliabel
X;1s.dX,.9 0:779: 0,699: 0,533
Sistem Pengendalian 0,905: 0,857: 0,819: .
Intern Pemerintah (X;) 0.850: 0,859: 0,897: 0,949 ‘qRlelgg:ln
X;1s.dX;.9 0,803; 0,859: 0,769
Good Government 0.673: 0,752: 0,747: Valid dan
Governance (X3) 0,729: 0,698: 0,541: 0,759 Reliabel
X;1s.dX5.8 0,596: 0,699
Kompetensi Aparatur 0.849: 0,884: 0.850;
Desa (X,) 0,719: 0,795: 0,703: 0,892 Valid dan
Xyl1s.dX,.7 0,634 Reliabel
Pencegahan Kecurangan | 0,656: 0,729: 0,683:
pada Pengelolaan Dana | 0.,747: 0,674 0,605: 0.867 Valid dan
Desa (Y) 0,617: 0,690: 0,717: ’ Reliabel
Y1s5dY.10 0,681

Sumber: Data diolah, 2022

Dengan korelasi Pearson lebih dari 0,30 dan Alpha Cronbach lebih dari 0,60, bisa untuk

dikatakan bahwa variabel ini valid dan dapat diandalkan. Instrumen riset berfungsi dengan baik,

oleh karena itu fase analisis berikut dapat diselesaikan.
Tabel 2. Uji Asumsi Klasik

Normalitas Multikolonieritas Heterokedastisitas
Variabel

(sig. 2 tailed) | Tolerance VIF (Sig)
X1 75 1.291 379
X2 (648 1.544 714

0.053

X3 .884 1.131 969
X4 699 1.430 057

Sumber: Data primer diolah (2022)

Tujuan uji normalitas adalah untuk melihat apakah variabel dan variabel bebas dalam

regresi mengikuti distribusi normal. Jika tingkat signifikansi lebih dari 0,05, variabel tersebut
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dianggap normal. Berdasarkan tabel 4.3, dalam komponen normalitas nilai Asym. Sig. (2-
tailed) diperoleh sebesar 0,053 > 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi
normal.

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah model regresi
mengidentifikasi adanya hubungan antara berbagai variabel (independen). Dengan
menggunakan nilai tolerance 0.775, 0.648, 0.884, dan 0.699 > 0,10 serta nilai VIF 1.291,
1.544, 1.131, dan 1,430 <10 dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi
multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varians dari residual satu
pengamatan dalam suatu model regresi berbeda dengan varians dari pengamatan lainnya. Hal
ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas jika nilai sig > 0,05
heteroskedastisitas dapat diamati. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak
memiliki heteroskedastisitas berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa semua

variabel signifikan secara statistik di atas 0,05.
Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Standardized T- Proba Keterangan
Beta Hitung | bilitas
(sig.)
Konstanta 1.731 359 721
Whistleblowing System 216 2.041 046 Signifikan
Sistem Pengendalian Intern | .247 2.279 027 Signifikan
Pemerintah
Good Government 317 2.620 012 Signifikan
Governance
Kompetensi Aparatur Desa | .370 2.764 008 Signifikan
Adjusted R Square 560
F Statistik 16.234
Probabilitas (p-value) 0,000
Variabel Dependen Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data primer diolah (2022)
Nilai Adjusted R Square yaitu didapat hasil sekitar 0.560 atau 56,0% yang artinya
bahwa Y dipengaruhi oleh X1, X2, X3, X4 dan sementara selebihnya sekitar 44%

dipengaruhi oleh faktor lain yang tak diamati.
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Uji Signifikasi nilai F sebesar 0.000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari < 0,05
yang menunjukkan bahwa variabel bebas berdampak secara bersamaan pada variabel terikat.

Hipotesis (Uji T) Variabel whsistleblowing system memiliki nilai koefisien parameter
sekitar 0.216 dengan nilai signifikansi sekitar 0.046<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
“whsistleblowing system” berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Koefisien parameter variabel sistem
pengendalian intern pemerintah sebesar 0,247 dengan p-value 0,027 < 0,05. Jelas bahwa
mekanisme pengendalian internal pemerintah berperan penting dalam mencegah
penyelewengan dana desa. Good Government Governanc” memiliki nilai koefisien sebesar
0,317 dan nilai signifikansi 0,012 < 0,05. Dana desa cenderung kurang rentan terhadap
pencurian karena good government governance, menurut penelitian ini. nilai p-value 0,008 <
0,05 dan nilai koefisien parameter variabel perangkat desa perangkat desa sebesar 0,370. Hal
ini menunjukkan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.

PEMBAHASAN

. Pengaruh Whistlelowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada
Pengelolaan Dana Desa.

Sesuai dengan nilai koefisien regresi sekitar 0,216 dan nilai ‘hitung dalam variabel
whistleblowing system 2.041 dengan nilai signifikasi (sig) sekitar 0,046 < 0,05 artinya
whistleblowing system berdampak positif dan signifikan pada pencegahan kecurangan (fraud)
pengelolaan dana desa. Hasil ini menyatakan kalau semakin baik penerapan whistleblowing
system maka meningkatkan pencegahan kecurangan sampai bisa meminimalisir terjadinya

kecurangan (fraud).

Hal ini didukung oleh fraud triangle theory, pada unsur kesempatan (opportunity), yang
mana apabila ada kesempatan pada sebuah instansi, alhasil akan memberikan peluang kepada
aparat buat melakukan kecurangan. Dengan adanya penerapan whistleblowing system, maka
para aparat desa akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan lebih berhati-
hati dalam segala tindakannya dalam pengelolaan dana desa serta dapat mendeteksi terjadinya
tindak kecurangan sejak dini, whistleblowing system juga memberikan kesempatan bagi
whistleblower untuk dapat melaporkan tindak kecurangan yang terjadi dalam suatu instansi.

Whistle Blowing System akan membantu mencegah dan meminimalkan fraud dengan
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meningkatkan pencegahan fraud. Hasil penelian ini konsisten dengan riset yang dilaksanakan
oleh Widiyarta et al., (2018), Islamiyah et al., (2020), Suandewi (2021) menunjukkan kalau
whistleblowing system berdampak positif dan signifikan pada pencegahan kecurangan (fraud)

dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap terhadap Pencegahan
Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa.

Hasil koefisien regresi (0,247) dan nilai thitung (2,279), dan nilai (sig) 0,027 < 0,05
pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil ini
menyatakan kalau semakin baik implementasi sistem pengendalian intern pemerintah maka
meningkatkan pencegahan kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan
(fraud).

Untuk memastikan bahwa semua peraturan dan undang-undang ditegakkan oleh semua
personel dalam organisasi atau perusahaan, sistem pengendalian internal pemerintah adalah
seperangkat kebijakan yang melindungi aset organisasi atau perusahaan dari tindakan curang.
Menurut Atmadja dan Komang (2017) pengawasan/pemantauan terhadap pengelolaan dana
desa dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan lembaga keuangan independen,
pernyataan tersebut sejalan dengan yang terjadi di kantor desa kecamatan Denpasar Timur.
Maka, pada penelitian ini indikator pengawasan/pemantauan tidak dimasukan ke dalam
indikator pengukuran sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan adanya penerapan sistem
pengendalian intern yang efektif akan mencegah serta meminimalisir terjadinya tindak
kecurangan (fraud) karena tidak adanya peluang buat melaksanakan kecurangan (fraud).
Temuan riset ini konsisten dengan riset yang dilaksanakan oleh Hidayati & Widiastuti (2018),
Ladewi et al., (2020) menunjukkan kalau sistem pengendalian intern berdampak positif dan
signifikan pada pencegahan kecurangan (fraud).

Pengaruh Good Government Governance terhadap terhadap Pencegahan Kecurangan
(Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa.

Sesuai dengan poin koefisien regresi sekitar 0,317 dan nilai ‘hitung dalam variabel
sistem pengendalian intern pemerintah 2.620 dengan poin signifikasi (sig) sekitar 0,012 < 0,05
artinya good government governance berdampak positif dan signifikan pada pencegahan
kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa. Hasil ini menyatakan kalau semakin baik penerapan
good government governance maka semakin baik juga tingkat pencegahan kecurangan

sehingga dapat mengurangi berlangsungnya kecurangan (fraud).

264 | Hita_Akuntansidan Keuangan



Hita Akuntansi dan Keuangan
e-ISSN 2798-8961 " Universitas Hindu Indonesia
Edisi Oktober 2022 "

Dengan penerapan good government governance yang baik, serta penerapan prinsip-
prinsip yang konsisten maka membuat suatu instansi tumbuh dan berkembang secara sehat,
sehingga dapat terhindar dari segala macam praktik kecurangan. Hal ini menyatakan kalau
pengawasan yang terdapat dalam good government governance bisa menghindari
berlangsungnya tindak kecurangan (fraud) pada manajemen dana desa. Temuan riset ini
konsisten dengan riset yang dilaksanakan oleh Beawiharta (2014), Widiastuti (2018)
menunjukkan kalau good government governance berdampak positif dan signifikan pada
terhadap pencegahan kecurangan (fraud).

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap terhadap Pencegahan Kecurangan
(Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa.

Sesuai dengan poin koefisien regresi sekitar 0,370 dan nilai thitung pada variabel sistem
pengendalian intern pemerintah 2.764 dengan nilai signifikasi (sig) sekitar 0,008 < 0,05 artinya
kompetensi aparatur desa berdampak positif dan signifikan pada pencegahan kecurangan
(fraud) pengelolaan dana desa. Hasil ini menyatakan kalau semakin baik kompetensi aparatur
desa maka semakin meningkatkan pencegahan kecurangan sehingga dapat meminimalisir
terjadinya kecurangan (fraud).

Instansi khususnya kantor desa membutuhkan perangkat desa yang memiliki
keterampilan, sikap dan tindakan yang baik untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan
bertanggung jawab pada pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjang fraud triangle theory pada
unsur peluang (opportunity) yang mana apabila ada kesempatan pada sebuah instansi alhasil
akan memberikan peluang pada aparatur desa untuk melakukan tindak kecurangan. Namun,
apabila kompetensi aparatur desa berkualitas dan baik maka akan dapat meminimalisir dan
mencegah aparatur desa dalam melakukan tindak kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana
desa. Temuan riset ini konsisten dengan riset yang dilaksanakan oleh Widiyarta et al., (2018),
Islamiyah et al., (2020) menunjukkan kalau kompetensi aparatur desa berdampak positif dan

signifikan pada pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil analisis dan penjelasan dalam bab sebelumnya bisa diringkas kalau
whistleblowing system, sistem pengendalian intern pemerintah, good government governance
dan kompetensi aparatur desa berdampak positif dan signifikan padapencegahan kecurangan
(fraud) pada pengelolaan dana desa, artinya semakin baik penerapan whistleblowing system,

sistem pengendalian intern pemerintah, good government governance dan kompetensi aparatur
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desa maka meningkatkan pencegahan kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.

Terdapat beberapa saran yang akan penulis berikan antara lain, untuk pemerintah desa
se-Kecamatan Denpasar Timur diharapkan guna lebih menaikkan penerapan whistleblowing
system dan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan cara meningkatkan pengawasan
terhadap kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan, supaya bisa meminimalisir atau
bahkan menghilangkan terjadinya kecurangan (fraud) karena bakal menaikkan pencegahan
kecurangan (fraud) tentunya pada pengelolaan dana desa. Buat penulis selanjutnya diharapkan
dapat memasukan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi pencegahan
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa, seperti moralitas dan budaya organisasi serta
juga memperluas sampel penelitian tidak hanya di kecamatan Denpasar Timur saja tetapi bisa

di kabupaten lainnya di Bali untuk memperoleh perbandingan hasil.
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